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	NO
	PERMOHON AN
	PRASYARAT
	SYARAT ADMINISTRASI
	KELUAR AN

	1
	Pembatalan SPPT


	SPPT yang tidak benar
a. SPPT ganda;
b. objek pajak tidak ada;
c. objek pajak/subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum; dan/atau
d. objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan pajak.
	
a. foto kopi identitas pemohon;
b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
c. SPPT asli tahun yang bersangkutan; dan
d. surat pengantar dari kepala desa setempat.

	Keputusan Kepala SKPD

	2
	Pembetulan SPPT


	Terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
	a. foto kopi identitas pemohon;
b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
c. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan di tandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
d. foto kopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan dan bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun terakhir; dan 
e. foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah.
	SPPT

	3
	SPPT objek pajak baru
	Objek belum terdaftar :
a. adanya perubahan alam;
b. adanya perubahan peruntukan objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; atau 
c. adanya perubahan administrasi pemerintahan.
	a. foto kopi identitas pemohon;
b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
c. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan  ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
d. foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah; dan
e. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/surat keterangan dari desa atau kelurahan apabila terdapat bangunan
f. Fotokopi SPPT bidang tanah yang bersebelahan
	SPPT

	4
	SPPT mutasi objek/subjek pajak
	Perubahan data objek dan atau subjek pajak:
a. Perubahan data objek pajak disebabkan adanya pemecahan dan/ atau penggabungan objek pajak.
b. Perubahan data subjek pajak disebabkan adanya peralihan hak
	a. foto kopi identitas pemohon;
b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
c. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan di  tandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
d. foto kopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan;
e. foto kopi bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun terakhir; dan
f. fc bukti kepemilikan hak atas tanah/ fc dokumen peralihan hak

	SPPT


Sumber : Perbup KP Nomor 75 Tahun 2013 Tata Cara Penerbitan, Penyampaian SPPT, Surat Ketetapan PBB P2

